
 

1 
 

PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena  atas berkat 

rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Pengadilan Negeri Tabanan  tahun 2021. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tabanan ini disusun sebagai salah 

satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evakuasi 

dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan 

datang. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan Surat dari Pengadilan 

Tinggi Denpasar Nomor : W24-U/3239/OT.01.1/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 

perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Wilayah 

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengikuti Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, 

Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan Tahun 2021.  

Secara keseluruhan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi pelaksanaan tugas dan 

fungsi Pengadilan Negeri Tabanan yang selaras dengan target kinerja yang telah 

ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan 

membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di 

wilayah kabupaten Tabanan. 

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan 

partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan Karyawan 

Karyawati Pengadilan Negeri Tabanan yang telah mampu memberikan yang terbaik 

bagi pencari keadilan. 

 

 

 

 

Tabanan, 3 Januari 2022 

Ketua 

 

 

 

Achmad Peten Sili, S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam 

kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut 

dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, 

fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan 

Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan 

hukum dan Garis Besar Haluan Negara. 

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan 

menginvestarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun 

keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya 

kendala-kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas 

lainnya ( sebagai input ). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, 

meningkatkan dan mengubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih 

baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses 

penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarananya. 

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang 

berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan 

berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan 

menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum 

dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara kontinyu 

dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir 

dapat diwujudkan 

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu 

perkara yang diajukan. 
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Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 diperlukan usaha untuk 

mewujudkan sebuah Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan : 

1. Melaksanakan  fungsi  kekuasaan  kehakiman  secara  independen,  efektif  

dan berkeadilan. 

2. Didukung   pengelolaan   anggaran   berbasis   kinerja   secara   mandiri   

yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas 

dan terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja 

yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan 

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 

professional. 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan 

jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi. 

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. 

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan 

Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Tabanan ada program prioritas, 

antara lain adalah : 

Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan 

Dengan adanya SK KMA I/144/2007  maka  pada Pengadilan Negeri Tabanan juga 

telah dibuat program website Pengadilan Negeri Tabanan dengan alamat : www.pn-

tabanan.go.id , program ini telah berjalan dengan update setiap saat. 

 

 

http://www.pn-tabanan.go.id/
http://www.pn-tabanan.go.id/


 

6 
 

 



 

7 
 

 

Gambar. 1.1. Website Pengadilan Negeri Tabanan 
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Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035, Pengadilan 

Negeri Tabanan berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang 

tertuang dalam Cetak Biru tersebut. 

 

VISI dan MISI 

A. VISI Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung -RI  

ñ Terwujudnya Pengadilan Negeri Tabanan yang Agung ò 

B. MISI Pengadilan Negeri Tabanan sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung 

RI, yaitu : 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tabanan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tabanan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tabanan. 
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BAB II 

 

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2021. 

No Perkara 

Sisa 

Perkara 

Belum 

Putus 

Tahun 

2020 

Perkara 

Masuk 

2021 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

yang 

Diputus 

2021 

Sisa 

Perkara 

2021 

Rasio 

Penang

anan 

Perkara 

(%) 

         

1 PIDANA Pidana Biasa 17 133 - 135 15 96 % 

  Pidana Cepat - 5 - 5 - 100 % 

  Pidana Singkat - 4 - 4 - 100 % 

  Praperadilan - 2 - 2 - 100 % 

  Pidana Anak - 3 - 3 - 100 % 

  Pidana Lalu Lintas - 2.997 - 2.997 - 100 % 

  Grasi - - - - - - 

2 PERDATA Perdata Gugatan 36 361 22 337 38 90 % 

  Perdata Gugatan 

Sederhana 
- 6 1 5 - 

100 % 

  Perdata 

Permohonan 
5 144 18 123 4 

97 % 

  Eksekusi 13 9 1 3 18 14 % 

Tabel 2.1. Tabel Keadaan Perkara di Tingkat Pertama ( Pengadilan Negeri Tabanan ) 
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- Keadaan Perkara Tingkat Banding 

Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 

2021. 

No Perkara 

Sisa 

Perkara 

Belum 

Putus 

Tahun 

2020 

Perkara 

Masuk 

2021 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

yang 

Diputus 

2021 

Sisa 

Perkara 

2021 

Rasio 

Penang

anan 

Perkara 

( % ) 

         

 PIDANA Pidana Banding 4 11 - 12 3 80 % 

 PERDATA Perdata Banding 4 17 - 15 6 71 % 

 

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 

No Perkara 

Sisa 

Perkara 

Belum 

Putus 

Tahun 

2020 

Perkara 

Masuk 

2021 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

yang 

Diputus 

2021 

Sisa 

Perkara 

2021 

Rasio 

Penang

anan 

Perkara 

( % ) 

         

 PIDANA Pidana Kasasi 1 4 - 4 1 80 % 

 PERDATA Perdata Kasasi 27 9 - 20 16 56 % 

 

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 

No Perkara 

Sisa 

Perkara 

Belum 

Putus 

Tahun 

2020 

Perkara 

Masuk 

2021 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

yang 

Diputus 

2021 

Sisa 

Perkara 

2021 

Rasio 

Penang

anan 

Perkara 

( % ) 

         

 PIDANA Pidana PK - - - - - - 

 PERDATA Perdata PK 1 1 - - 2 -% 

 

B. Penyelesaian Perkara 

- Jumlah sisa perkara yang diputus 

Sisa Perkara tahun 2020 yang belum diputus, sudah diputus pada tahun 2021 
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No Nama Jumlah Sisa Perkara Yang 

Diputus 

Keterangan 

 Pengadilan Negeri Tabanan   

1. Pidana 3.143 - 

2. Pidana Anak 3 - 

3. Pidana Khusus Tipikor - - 

4. Perdata 42 - 

 

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 

Jumlah Perkara yang masuk di tahun 2021 yang diputus pada tahun 2021 

No Nama Jumlah Perkara Yang Diputus 

Tepat Waktu 

Keterangan 

    

1 Pengadilan 

Negeri 

Tabanan 

  

 PIDANA 3.146  

 PERDATA 465  

 

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, 
dan PK 

No Satker Perkara 
Perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum 
Ket 

   Banding Kasasi PK  

       

1 Pengadilan 

Negeri 

Tabanan 

Perdata 448 6 19  

  Pidana 3.135 8 4  

  Tipikor - - -  

  PHI - - -  
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- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi 

No Satker Perkara Jumlah Perkara Perdata 

yang Berhasil di Mediasi 

Keterangan 

     

1. Pengadilan 

Negeri 

Tabanan 

Perdata 4  

 

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 
 

No Satker Nama Perkara Anak yang 

Berhasil Melalui Diversi 

Keterangan 

     

1. Pengadilan 

Negeri 

Tabanan 

Pidana 

Anak 

1  

 

 

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (  Sertifikasi ISO Pengadilan ) 

- Posbakum 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan, Pengadilan Negeri Tabanan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, DIPA 

03/Satker (099821) Pengadilan Negeri Tabanan, pada Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum melakukan penyelenggaraan Pos Bantuan 

Hukum melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum yang dilaksanakan oleh 

Advokat / Pengacara Piket setiap hari kerja : Senin ï Jumôat jam 09.00 ï 11.00 

wita di Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Tabanan. 

Pos Pelayanan Hukum dimaksud bertujuan untuk memberikan kepada 

setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 

dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, 
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atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima 

layanan pada Posbakum Pengadilan berupa : 

a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum. 

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau 

organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan 

bantuan hukum cuma-cuma. 

 

 

- Sidang keliling / pelayanan terpadu 

Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Tabanan tidak ada sidang keliling. 

 

- Perkara prodeo ( pembebasan biaya perkara ) 

Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Tabanan tidak ada anggaran 

untuk perkara prodeo. 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Tuntutan pelayanan publik dewasa ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia 

yang berkompeten di bidangnya dan memiliki integritas tinggi. Untuk itu perlu 

dilakukan pembinaan secara berkesinambungan baik terhadap sumber daya manusia 

teknis yudisial maupun sumber daya manusia non teknis yudisial. 

Jumlah Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang ada pada Pengadilan Negeri Tabanan 

adalah sebagai berikut : 

No Nama Jabatan Kepangkatan Golongan Pendidikan 

1 Achmad Peten Sili, 
SH.,MH 
197004101996031003 

Ketua Pembina Utama 
Muda 

IV/c S2 

2 Putu Gde 
Novyartha,SH.,M.Hum. 
197611202001121004 

Wakil Ketua Pembina Tk. I IV/b S2 

3 I Nyoman 
Windia,SH.,MH 
196611221993031007 

Panitera Pembina IV/a S2 

4 Putu Gede Ekabayu, SH 
196610221990031001 

Sekretaris Pembina IV/a S1 

5 Luh Sasmita Dewi, 
SH.MH 
197603132001122002 

Hakim Pembina IV/a S2 

6 Ayu Putri Cempaka Sari, 
S.H.,M.H. 
198001232003122002 

Hakim Pembina IV/a S2 

7 Sayu Komang Wiratini, 
S.H.M.H 
197107232006042001 

Hakim Penata Tingkat I 
 

III/d S2 

8 I Gusti Lanang Indra 
Panditha,SH.,MH 
198607222009121006 

Hakim Penata Tingkat I 
 

III/d S2 

9 Ni Nyoman Mei 
Melianawati, S.H.,M.H. 
198505292009042011 

Hakim Penata 
 

III/c S2 

10 Ni Luh Made Kusuma 
Wardani, S.H.,M.H. 
198405282009042005 

Hakim Penata 
 

III/c S2 

11 Adrian, SH 
198610312009121001 

Hakim Penata 
 

III/c S1 

12 Hery Sunarti, SH 
196203041983032003 

Panitera 
Muda Pidana 

Penata Tingkat I III/d S1 
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13 Anak Agung Gede Oka 
Astawa, S.H. 
196909011990031001 

Panitera 
Muda 

Perdata 

Penata Tingkat I III/d S1 

14 I Made Santa, SH 
196403041990031007 

Kasubbag 
Ortala 

Penata Tingkat I III/d S1 

15 I Wayan Ardana, 
196807281990031001 

Kasubbag 
PTIP 

Penata 
 

III/c SLTA 

16 
I Nyoman Canderayasa, 
196805251993031004 

Kasubbag 
Umum 

Keuangan 

Penata 
 

III/c SLTA 

17 Luh Putu Kusuma 
Dewi,SH.,MH 
196804011994032005 

Panitera 
Pengganti 

Pembina  IV/a S2 

18 I Nyoman Yasna, SH 
196212311984111002 

Panitera 
Pengganti 

Penata Tingkat I 
 

III/d S1 

19 Ni Luh Sadiwahyuni, SH 
196404111998032001 

Panitera 
Pengganti 

Penata Tingkat I 
 

III/d S1 

20 I Gusti Agung Ayu Mirah 
Anggaraeni, S.E., M.H. 
197905082006042003 

Panitera 
Pengganti 

Penata Tingkat I 
 

III/d S1 

21 I Gusti Ngurah Agung 
Suryadinata, SH 
198205122008051001 

Panitera 
Pengganti 

Penata Tingkat I 
 

III/d S1 

22 Luh Putu Adhi Yatmika, 
196302181983032002 

Panitera 
Pengganti 

Penata 
 

III/c SLTA 

23 I Nyoman Rai Sutirka,SH 
196905151992031005 

Panitera 
Pengganti 

Penata 
 

III/d S1 

24 Ketut Suarsa, SH 
198508282006041002 

Panitera 
Pengganti 

Penata 
 

III/c S1 

25 Ni Luh Gede Intan 
Virgayanti, SH 
198509032009042005 

Panitera 
Pengganti 

Penata 
 

III/c S1 

26 Sri Uli Bunga Hutabarat, 
S.H., M.H 
198310312009122002 

Panitera 
Pengganti 

Penata 
 

III/c S2 

27 Kadek Widhiantari 
Ningsih, SH 
198801142011012008 

Panitera 
Pengganti 

Penata 
 

III/c S1 

28 Ni Made Cista Dewi, ST, 
SH. 
198505182006042001 

Panitera 
Pengganti 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

29 I Made Adi Kusuma,SH 
1991051520140310012 

Panitera 
Pengganti 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

30 I Wayan Suada, SH 
197004191993031001 
 

Juru Sita Penata 
 

III/d S1 

31 I Made Sudiana, SH 
196512151994031006 

Juru Sita Penata 
 

III/c S1 

32 Kadek Ayu Mas 
Yuliastari, SH 
198507202009042004 

Staf Perdata Penata 
 

III/d S1 

33 A.A.G Raka Candra L.D, 
S.Kom, M.H 
198109112009121004 

Pranata 
Komputer 

Penata 
 

III/c S2 

34 I Dewa Gede Anom 
Diputera, SH 
35198512102006041004 

Pranata 
Keuangan 

APBN Mahir 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/c S1 
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35 I Made Alit Widiarta, SH 
198503072006041003 

Staf Perdata Penata Muda 
Tingkat I 

III/c S1 

36 N iluh Wayan Sunantri, 
SH 
197607012006042002 

Staf Pidana Penata Muda 
Tingkat I 

III/c S1 

37 I Nyoman Mertadana, 
SH 
198203252012121001 

Staf Pidana Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

38 
Helmy Rizal, SH 
198605012009041003 

Pranata 
Keuangan 

APBN Mahir 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

39 I Gusti Agung Wisnu 
Murti, SH 
198601192009121004 

Staf Pan Mud 
Hukum 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

40 I Nyoman Suwendra, SH 
198405092009121001 

Staf 
Kepegawaian 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

41 I Gede Wayan Eka 
Sukadana, S.Kom 
198105262009121003 

Staf Umum 
Keuangan 

Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

42 I Gusti Ngurah Alit 
Mahendra, SE 
198011222011011006 

Pustakawan Penata Muda 
Tingkat I 

III/b S1 

43 
I Made Sumerta, 
196407041993031005 

Juru Sita 
Pengganti 

Penata Muda 
Tingkat I 

 

III/b SLTA 

44 
I Wayan Suweta, SH 
196705052006041008 

Juru Sita 
Pengganti 

Penata Muda 
Tingkat I 

 

III/b S1 

45 Anak Agung Ngurah 
Made Catur Bawa, SH 
198503262006041002 

Juru Sita 
Pengganti 

Penata Muda 
Tingkat I 

 

III/b S1 

46 Nelly Rahma Ayu Antika, 
S.H. 
199503302019032011 

Staf Panmud 
Perdata 

Penata Muda III/a S1 

47 
Fadilla Maulida, S.Kom. 
199608122020122006 

Calon 
Pranata 

Komputer Ahli 
Pertama 

Penata Muda III/a S1 

48 
I Gede Sudirta, 
196810242006041003 

Juru Sita 
Pengganti 

Pengatur 
Tingkat I 

 

II/d SLTA 

49 
I Nyoman Sandiyasa, 
196702082007011003 

Juru Sita 
Pengganti 

Pengatur 
Tingkat I 

 

II/d SLTA 

50 Tia Senli Rakhmawati, 
A.Md. 
198801182015032004 

Staf Subbag 
Kepegawaian 

Ortala 

Pengatur 
Tingkat I 

 

II/d D3 

51 I Nyoman Bayu 
Permana, A.Md. 
199708152020121005 

Calon 
Arsiparis 

Pelaksana 

Pengatur II/c D3 

 

  




















































